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BAB II 

MANAJEMEN PROYEK 

 

2.1 Lelang  Proyek Rumah Susun Gunung Anyar 

Jenis pelelangan yang digunakan oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk 

pengadaan jasa  konsultan pada  proyek  pembangunan  Rumah Susun Gunung Anyar 

menggunakan Layanan Pelelangan Sistem Elektronik (LPSE) yang dimenangkan oleh 

PT. Tektonia Grandis.  

Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi 

informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. 

Layanan Pengadaan Secara Elektronik juga melayani registrasi penyedia barang dan 

jasa yang berdomisili di wilayah kerja Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang 

bersangkutan. 

LPSE dianggap menjadi terobosan dalam pengadaan barang dan jasa untuk 

mewujudkan clean governance dan tranparansi dalam proses kualifikasi pemenang. 

Dengan adanya pengadaan barang/jasa secara elektronik akan meningkatkan 

transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang 

sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring 

dan audit dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time guna mewujudkan 

clean and good government dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. 
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Dasar hukum pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah 

Pasal 73 Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang 

ketentuan teknis operasionalnya diatur oleh Peraturan Lembaga LKPP Nomor 14 

Tahun 2018 tentang Layanan pengadaan Secara Elektronik. Layanan Pengadaan 

Secara Elektronik dalam menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa 

secara elektronik juga wajib memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan 

dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik. 

Layanan ini dapat diakses melalui lpse.surabaya.go.id , pada laman tersebut 

memuat profil dan jenis pengadaan yang sedang dilelangkan (e-catalogue), 

persyaratan untuk dapat mendaftar, tata cara pelelangan, dan proses kualifikasi 

pemenang. Di laman tersebut juga dapat mengakses pemenang pelelangan pada proyek 

tertentu dan peserta yang gugur. 

2.1.1 Fungsi dan Tujuan LPSE 

 Fungsi Lembaga Pengadaan Secara Elektronik atau LPSE. LPSE memiliki 

beberapa fungsi yang diantaranya adalah : 

1. Mengelola sistem E- Procurement. 

2. Menyediakan pelatihan kepada PPK atau Panitia dan Penyedia Barang atau 

Jasa. 

3. Menyediakan sarana akses Internet bagi PPK atau Panitia dan Penyedia 

Barang atau Jasa. 

4. Melakukan pendaftaran dan verifikasi terhadap PPK atau Panitia dan 

Penyedia Barang atau Jasa. 
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Sementara itu untuk Tujuan LPSE memiliki dua jenis tujuan yaitu Tujuan 

umum dan khusus. Tujuan Umum adanya LPSE adalah untuk memahami 

Pengorganisasian Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik. Sedangkan untuk 

Tujuan Khususnya adalah : 

1. Mampu menyusun dan membentuk sebuah organisasi didalam LPSE. 

2. Memahami alur informasi dalam proses LPSE. 

3. Memahami Siklus Logistik. 

4. Memahami alur komunikasi dalam proses LPSE. 

5. Memahami pengelolaan organisasi dalam proses LPSE. 

6. Memahami pengelolaan sistem IT pada LPSE. 

2.1.2  Mekanisme Pendaftaran di LPSE 

Berikut ini adalah mekanisme perusahaan agar dapat terdaftar di LPSE ( 

Lembaga Pengadaan Secara Elektronik ) : 

1.  Registrasi : 

1) Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ), mengajukan permintaan sebagai 

SPSE kepada pengelola LPSE bagi PPK/ Panitia/ Pokja ULP 

Pengadaan suatu paket pekerjaan tertentu. 

2) Penyedia Barang atau jasa melakukan proses pendaftaran secara online 

pada website LPSE dan selanjutnya mengikuti proses verifikasi 

dokumen pendukung yang di persyaratkan oleh LPSE. 

3) Dengan mendaftar sebagai peserta lelang pada paket pekerjaan dalam 

SPSE, maka PPK atau Panitia atau Pokja ULP Pengadaan dan Penyedia 
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barang dan jasa telah memberikan persetujuannya pada Pakta 

Integritas. 

4) Persyaratan Registrasi 

PPK/ Panitia/ Pokja ULP Pengadaan : Surat Keputusan Pengangkatan 

sebagai PPK/ Panitia/ Pokja ULP Pengadaan. 

2.  Penyedia Barang/ Jasa : 

1) KTP Direktur/ Pemilik Perusahaan/ Pejabat yang berwenang di 

perusahaan tersebut. 

2) Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ). 

3) Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)/Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi 

( SIUJK )/ ijin usaha sesuai bidang dari perusahaan tersebut. 

4) Akta pendirian perusahaan beserta akta perubahannya (Jika terjadi 

perubahan ). 

3. Penyedia Barang atau Jasa wajib menandatangani dan menyerahkan 

formulir keikutsertaan dan formulir pendaftaran yang telah tersedia pada 

website LPSE. 

4. Penyedia Barang atau Jasa dapat melakukan registrasi sebagai Pengguna 

SPSE paling lambat 2 hari kerja sebelum batas akhir pemasukkan 

penawaran suatu paket pekerjaan yang akan diikuti. 

2.1.3 Penggunaan LPSE dalam Pelelangan Proyek 

Tujuan penggunaan LPSE dalam pelelangan barang/jasa adalah untuk 

mewujudkan pemerintahan yang bersih (good governance) dan tata kelola yang baik 

(good governance) (Muhtar, 2011).  
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Landasan hukum yang digunakan dalam pelaksanaan e-procurement adalah 

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan 

Barang dan Jasa Pemerintah. Menurut Muhtar (2011), tujuan yang ingin diterapkan 

dari peraturan presiden tersebut adalah 

1. Peningkatan penggunaan teknologi transaksi berbasis elektronik 

2. Peningkatan profesionalisme, kemandirian, dan tanggung jawab pihak yang 

melaksanakan dan terlibat dalam proses pelelangan 

3. Pengumuman terbuka mengenai pelaksanaan pengadaan/pelelangan 

barang/jasa 

4. Mendorong terwujudnya pemberian penghargaan dan hukuman pada sistem 

pengadaan barang/jasa 

2.1.4 Kelebihan dan Kekurangan e-Procurement 

Tabel 2.1 Kelebihan dan Kekurangan e-Procurement 

Kelebihan Kekurangan 

1.  Tranparansi 

2.  Non-Diskriminatif 

3.  Mengurangi Kesempatan Praktik 

KKN 

4.  Memberikan Peluang Pada Usaha 

Kecil 

5.  Tidak Memerlukan Tatap Muka 

1.  Banyak Peserta dan Panitia yang 

Kurang Memahami Sistem e-

procurement di LPSE 

2.  Koneksi Internet yang Terbatas 

3.  Kurang Dukungan Dari Pemerintah 

Daerah 

4.  Pembentukan Panitia yang 

Mendorong Terjadinya KKN 

5. Campur Tangan Politik 
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2.1.5 Proses Pelelangan Proyek Rumah Susun Gunung Anyar 

PT. Tektonia Grandis sebagai konsultan mendapatkan proyek pembangunan 

Rumah Susun Gunung Anyar melalui lelang yang diadakan oleh Pemerintah Kota 

Surabaya. Proses lelang dilakukan melalui halaman lelang di Lembaga Pelelangan 

Sistem Elektronik Surabaya (lpse.surabaya.go.id). Proses lelang tersebut meliputi: 

1. Pengumuman Lelang Pada Halaman LSPE Surabaya 

Pada  website  LSPE  Surabaya diumumkan  mengenai  proyek  yang  

sedang terselenggara  dan  persyaratan  yang  harus  

diberikan/dikumpulkan.  Pada  proyek  pembangunan Rumah Susun 

Gunung Anyar, peserta (konsultan) harus memenuhi tingkatan yang sudah 

disyaratkan. 
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Gambar 2.1 Pengumuman Lelang Proyek Rumah Susun Gunung Anyar  

( sumber : https://lpse.surabaya.go.id/eproc4/lelang/9968010/pengumumanlelang ) 

2. Pengumpulan Dokumen Administrasi 

 Dokumen yang sudah diumumkan pada halaman persyaratan 

dikumpulkan pada halaman LSPE Surabaya. 

 

https://lpse.surabaya.go.id/eproc4/lelang/9968010/pengumumanlelang
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Gambar 2.2 Pengumpulan Dokumen Lelang Proyek Rumah Susun Gunung Anyar  

( sumber : https://lpse.surabaya.go.id/eproc4/lelang/9968010/pengumumanlelang ) 

3. Hasil Evaluasi Lolos Seleksi Administrasi 

Diumumkan peserta yang lolos administrasi pada halaman LSPE 

Surabaya. Peserta yang tidak lolos masing-masing diberikan penjelasan 

tentang alasan tidak diterima/tidak lolos. 

https://lpse.surabaya.go.id/eproc4/lelang/9968010/pengumumanlelang
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Gambar 2.3 Hasil Evaluasi Dokumen Lelang Proyek Rumah Susun Gunung Anyar  

( sumber : https://lpse.surabaya.go.id/eproc4/lelang/9968010/pengumumanlelang ) 

4. Penawaran Harga 

 Para peserta mulai mengajukan harga yang sesuai menurut perhitungan 

masing- masing peserta dan memenuhi persyaratan (daftar pekerja yang 

dibutuhkan) yang sudah diberikan oleh pemerintah kota surabaya sebagai 

owner. 

5. Penenutuan Pemenang 

 Pemerintah kota Surabaya mencari calon pemenang dari kesesuaian 

dokumen yang dikumpulkan oleh peserta dengan syarat yang diberikan dan 

penawaran harga yang masuk akal. Apabila ada dua calon pemenang maka 

kedua peserta tersebut melakukan negosiasi harga lagi. 

6. Pengumuman Pemenang 

 Pemenang akan diumumkan melalui halaman LSPE Surabaya. 

 

 

https://lpse.surabaya.go.id/eproc4/lelang/9968010/pengumumanlelang
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Gambar 2.4 Pengumuman Pemenang Dokumen Lelang Proyek Rusun   

( sumber : https://lpse.surabaya.go.id/eproc4/lelang/9968010/pengumumanlelang ) 

2.2 Kontrak Proyek Rumah Susun Gunung Anyar 

 Pada proyek pembangunan Rumah Susun Gunung Anyar yang dilaksanakan 

oleh PT. Tektonia Grandis menggunakan kontrak dengan sistem Man Month atau bisa 

disebut juga dengan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) adalah perkiraan biaya atas 

pekerjaan barang/jasa sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam dokumen 

pemilihan penyedia barang/jasa, dikalkulasikan secara keahliaan dan berdasarkan data 

yang dapat dipertanggungjawabkan. Penyusunan HPS harus diminimalisir kekeliruan 

dalam menentukan nilai HPS karena berpotensi adanya kegagalan dalam proses lelang 

yang disebabkan tidak ada penawaran yang nilainya di bawah HPS ataupun nilai HPS 

yang terlalu tinggi sehingga nilai penawaran penyedia jasa menjadi tidak wajar. 

 PT. Tektonia Grandis hanya menggunakan satu jenis kontrak. Man  Month 

merupakan pekerjaan dari masing-masing orang yang dihitung per-bulan dan dalam 

proses penagihannya tergantung dari kebijakan dari owner. Penagihan dapat mengikuti 

https://lpse.surabaya.go.id/eproc4/lelang/9968010/pengumumanlelang
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progress kontraktor atau penagihan  yang  diajukan  tiap  bulan (pengajuan  termin). 

Pada sistem penagihan yang dilakukan PT. Tektonia Grandis sesuai kontraknya yaitu 

mengikuti progress kegiatan pekerjaan kontraktor.  

2.3  Struktur Organisasi 

Berikut susunan struktur organisasi Proyek Pembangunan Rumah Susun 

Gunung Anyar Surabaya : 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5  Struktur Organisasi Proyek Pembangunan Rumah Susun Gunung Anyar 

2.4 Protokol Kesehatan di Proyek Rumah Susun Gunung Anyar 

 Kegiatan operasional penyedia jasa di masa pandemik Covid-19 tetap berjalan, 

dimana seluruh wilayah proyek menerapkan protokol kesehatan secara ketat termasuk 

di Proyek Pembangunan Rumah Susun Gunung Anyar.  Selain mematuhi protokol 

kesehatan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah seluruh pekerja diwajibkan  

menggunakan masker dan sarung tangan, diwajibkan sesering mungkin untuk mencuci 

tangan sehingga di lokasi proyek disediakan tempat cuci tangan serta lokasi kerja 

dibersihkan dengan disinfektan. Pada masa transisi ini Proyek Pembangunan Rumah 
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Susun Gunung Anyar juga memberlakukan shifting pekerja serta membatasi jumlah 

pekerja dalam suatu ruangan. 

2.5 Kendala yang Terjadi di Proyek Rumah Susun Gunung Anyar 

Pada saat kami melaksanaan KP, terjadi beberapa kendala, dan dapat 

mempengaruhi manajemen proyek tersebut, seperti berikut ini : 

1. Adanya PSBB sehingga jam kerja dipangkas, tidak ada lembur sehingga 

pengaruh kepada waktu pekerjaan untuk sementara waktu 

2. Mobilisasi crane dan excavator mengalami kesulitan karena lahan sempit 

3. Crane pernah mengalami kerusakan sehingga sempat mengalami kendala 

untuk mengangkut barang 

4. Ada satu kuburan yang belum dipindah karena ahli waris belum 

menghendaki pemindahan sehingga pekerjaan perataan tanah belum 

maksimal 

5. Jam keberangkatan TM (Truck Mixer) terlalu cepat sehingga terjadi 

penumpukan TM (Truck Mixer) 


